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PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN BERSAMA
No. lIl/ AFH/2020-02/01-PKS
No. 001/PKS-KOMNAS HAM/11/2020

Perjanjian Kerja sama Penyelenggaraan Kegiatan limiah ini dibuat di Bandung pada hari Jumat, tanggal dua puluh
delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh oleh dan antara :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN yang berkedudukan di JI. Ciumbuleuit No.
94, Bandung 40141 dalam hal ini diwakili oleh Liona Nanang Supriatna dalam kedudukannya sebagai
Dekan Fakultas Hukum, dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS HUKUM
(selanjutnya disebut “FH").

DAN

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, yang berkedudukan di Jalan Latuharhary No. 4B, Kelurahan
Menteng, Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini diwakili oleh Sandrayati Moniaga dalam kedudukannya
sebagai Wakil Ketua Bidang Eksternal, dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI
NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (selanjutnya disebut “Komnas HAM”).

“FH” dan “Komnas HAM’ secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut “PARA
PIHAK".

“PARA PIHAK" terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1

Bahwa “Komnas HAM" pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas
telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Katolik Parahyangan, yang tujuannya untuk
mewujudkan dukungan Pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan aktivitas bersama, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan hukum dan HAM, terkait isu-isu penegakan HAM dan
penghapusan penyiksaan di Indonesia.

Bahwa salah satu wujud dari kerja sama tersebut adalah keinginan “Komnas HAM" untuk meningkatkan
kemampuan “FH” dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan terkait dengan peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap masalah-masalah HAM dan penghapusan penyiksaan, melalui kegiatan seminar dan
penyelenggaraan kompetisi bersama dengan “FH".

Bahwa kerja sama tersebut menunjukkan sinergi antara “FH” dan “Komnas HAM” dalam mensosialisasikan
berbagai aspek terkait penegakan HAM dan penghapusan penyiksaan di Indonesia;

Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka perlu dirumuskan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan
Kegiatan Bersama, secara spesifik kegiatan penyelenggaraan Parahyangan Law Competition 2020,
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:
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Pasal 1
LINGKUP KERJA SAMA

(1) “PARA PIHAK" sepakat untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan Parahyangan Law Competition
(PLC), yang akan mencakup penyelenggaraan Seminar Nasional dengan topik penghapusan penyiksaan di
Indonesia, kompetisi penulisan karya ilmiah, kompetisi debat tingkat Sekolah Menengah Atas dan kompetisi
debat tingkat Universitas.

(2) “PARA PIHAK” telah sepakat untuk bersama-sama menjadi Tuan Rumah Penyelenggara kegiatan.

Pasal 2
PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, “Komnas HAM” menjembatani keterlibatan Kerja sama untuk
Pencegahan Penyiksaan (KuPP) yang mencakup juga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban.

(2) “Komnas HAM” berkewajiban untuk menunjuk nara hubung untuk kegiatan ini; mendiskusikan konsep
seminar nasional, topik serta nara sumber; menyediakan sebagian dana untuk pelaksanaan kegiatan.

(3) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, “FH” berkewajiban untuk membentuk panitia penyelenggara PLC,
menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan rincian prosedur penyelenggaraan dan tugas panitia,
mendiskusikan konsep seminar nasional, menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang
tertuang di dalam Term of Reference dari kegiatan, menyediakan sebagian dana untuk pelaksanaan
kegiatan, menyelenggarakan kegiatan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan.

(4) Penjabaran teknis dari pelaksanaan kerja sama sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Perjanjian ini akan
diatur dalam Annex Pelaksanaan Kerja sama yang harus disepakati oleh “PARA PIHAK”.

Pasal 3
BIAYA-BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN KERJA SAMA

“PARA PIHAK” akan menanggung bersama biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian dengan rincian kontribusi yang akan disepakati dalam Annex
Perjanjian Kerja sama.

Pasal 4
MASA PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal tercantum pada awal Perjanjian ini dan akan berakhir setelah laporan
pertanggungjawaban kegiatan dilaporkan oleh Panitia PLC, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan
setelah kegiatan diselesaikan.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, permohonan atau bentuk komunikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan Perjanjian ini,
harus dikirimkan secara tertulis menggunakan kaidah yang baik dan benar, serta dikirim secara personal/pos/kurir
dan dengan menggunakan surat elektronik kepada:
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a. Komnas HAM
Sri Nur Fathya (Kepala Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga)
Jalan Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta 10310
Telepon: 021 22686928
Email : nurfathya@gmail.com/kal@komnasham.go.id

b. Fakultas Hukum
Timothy Pandu (Ketua Panitia PLC)
Ruang Himpunan Mahasiswa
JI. Ciumbuleuit No.94, Bandung 40141
Telepon: 085697099099
Faks. (022) 2031110
Email; tpandu2@gmail.com

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila dikemudian hari ada hal-hal yang dipandang perlu untuk dirubah dalam Perjanjian ini, “PARA PIHAK"
sepakat untuk membuat dan menanda tangani Amandemen Perjanjian yang akan merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Apabila dikemudian hari ternyata ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, “PARA PIHAK"
sepakat untuk membuat dan menanda tangani Addendum Perjanjian yang akan merupakan satu kesatuan
yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(3) Annex Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini dan memiliki kekuatan mengikat yang
sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani “PARA PIHAK" di Bandung pada tanggal tersebut diawal
Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
“PARA PIHAK” akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik, saling percaya, saling menghormati dan
dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga.

Bandung, 28 Februari 2020
PARA PIHAK,

Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyanga

Komisi Nasional Hak A

Liona Nanang
Dekan

Sangdrayati Moniaga
Wakil Ketua Bidang Ek

NAW RIBURUPIAH
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Annex Perjanjian Kerja sama

1.

51

Untuk melaksanakan kegiatan PLC ini, dana yang dibutuhkan adalah:

Budget Calculation

No Divisi Maksimal

1 | Kesekrebariaban Rp 5.819.600
2 | Humas dan LO Rp  447.000
3 | Konsumsi Debabt dan LKTI Rp 95.614.500
4 | Teknis Debat SMA Rp  474.000
5 | Teknis Debat Universitas Rp  416.000
6 | Teknis LKTI Rp  638.000
7 | Honor Penjurian LKTI Rp 10.100.000

8 | Honor Penjurian Debat: |
Debat antar SMA Rp 19.100.000
Debat antar Universitas Rp 31.800.000

9 | Hadiah Lomba: |
Debat antar SMA Rp 8.500.000
Debab anbar Universibas Rp 17.000.000
LKTI Rp 12.000.000
10 | Divisi Acara Rp 47.470.500
11 | Publikasi dan Dokumentasi Rp 14.710.000
12 | Akomodasi Rp 73.000.000
13 | Transportasi Rp 1.826.300
14 | Keamanan dan Logisbik Rp 11.444.000
15 | Seminar Nasional Rp 4.000.000
Total Rp 360.359.900




2. Kontribusi dana dari KOMNAS HAM

Kontribusi dari KOMNAS HAM dapat dikategorikan ke dalam dua kategori, i.e. Kontribusi Langsung (dibayarkan
untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan) dan Kontribusi Penunjang (dibayarkan untuk kepentingan dinas
dari anggota/staf KOMNAS HAM).

2.a.  Kontribusi Langsung:
a. Konsumsi

e Snack pagi 163 kotak @ Rp 7.500,- =Rp 1.222.500,-
e Makan siang 349 kotak @ Rp 32.000,- =Rp 11.168.000,-
Total = Rp 12.390.500,-

b. Honor Penjurian:
Debat Universitas: Rp 31.800.000,-

c. Publikasi:
e Name Tag = Rp 2.220.000,-
e Backdrop Ruang = Rp 200.000,-
e Spanduk Sponsor = Rp 240.000,-
e Spanduk = Rp 160.000,-
e X banner = Rp 660.000,-

Total = Rp 3.480.000,-

d. Seminar Nasional
o Honor untuk pembicara dari dalam Fakultas Hukum UNPAR Rp 1.750.000,-
e Honor untuk pembicara dari luar Fakultas Hukum UNPAR (Dirjenpas) Rp 1.800.000,-
Total = Rp 3.550.000

e. Goodie Bag 150 buah = Rp 6.000.000,-
Grand Total Kontribusi Langsung KOMNAS HAM = Rp 57.220.500,-

2.b.  Kontribusi Penunjang:
KOMNAS HAM menanggung biaya perjalanan TIM KOMNAS HAM yang berangkat meliputi Narasumber, Juri, staf
proyek, dan staf Komnas HAM dengan estimasi biaya perjalanan kurang lebih sebesar Rp. 55.000.000,-.

3. Kontribusi FH UNPAR:

No. Penjelasan Pendapatan (Rp) Estimasi Biaya (Rp)

1. Kebutuhan dana 360.359.900
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Penghasilan dari Sponsor

356.000.000

w

Registrasi peserta

20.550.000

Kontribusi langsung dari
KOMNAS HAM

57.220.500

ESTIMASI KEKURANGAN
DANA YANG DITANGGUNG
FH

247.589.400

Kekurangan dana tersebut akan ditanggung oleh FH UNPAR.
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